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Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam keluarga yaitu permasalahan
ekonomi, permasalahan pendidikan dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai langkah preventif.Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan
pelaksanaan pelayanan terhadap Kklien yang ada di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
Mendeskripsikan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pemberdayaan, perlindungan
social dan pencegahan perceraian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif . Informan
penelitian ini adalah ketua Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah sekaligus ketua (LK3) dalam Yayasan
tersebut. Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.
Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah paparan data, kesimpulan dan saran.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pelayanan terhadap klien dilakukan secara preventif yaitu secara
kekeluargaan tidak sampai berujung di pengadilan. Peran LK3 dalam pemberdayaan, meliputi sebagai
pendampingan Kklien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari Dinas Sosial kepada
klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan keputusan, sebagai perlindungan social yaitu
sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien.
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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang
menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang
dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan
merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga.

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan warahmah adalah
tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah
perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. (Nurudin & Tarigan, 2004)
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Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci
(mitsagon gholidhon) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. sehingga ada
dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek
horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita
yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk
sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara
pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang
menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (mitsagon golidhon) yang di dalamnya terkandung
dimensi ibadah (ubudiyah). (Nurudin & Tarigan, 2004, hal. 206)

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah diwujudkan.
Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara
suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan
sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat
dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini.

Adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali.
Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan
kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi
untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap
pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu
yang disebut dengan talak atau perceraian.

Ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila
suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya
lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. (al-Sabuni &
Rawa, 2001, hal. 321)

Seiring dengan adanya berbagai perubahan dalam masyarakat menyebabkan permasalahan
yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketelantaran anak, kekerasan
dalam rumah tangga, trafficking, dan penyalahgunaan narkoba. Ketahanan sosial keluarga cenderung
menurun sebagai akibat dari banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi. (Komnas Perempuan,
t.thn.) h 81

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu jalan penanganan
masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses
pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3
antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk
sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih
intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme
penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu
dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu
pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota kelompok sosial lain.
(Abdulah, 1994, hal. 35)

Dengan jejaring kemitraan yang akan dipertimbangkan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi
permasalahan. Pekerja sosial yang bergabung dari berbagai profesi yaitu psikolog, dokter, polisi, dan
lain sebagainya.

Budaya masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan yang
dihadapi menjadi salah satu kendala. Sosialisasi yang dilakukan hingga sekarangpun belum
menjangkau seluruh masyarakat, hingga program layanan yang diberikan lembaga belum sepenuhnya
diketahui oleh masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan penelitian secara kualitatif karena
sebagai metode yang baru dan beda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif karena penelitian
kualitatif ini dari segi aspek popularitasnya belum lama dan masih dikatakan baru dengan kata lain
metode kualitatif dinamakan sebagai postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme
metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut
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sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprentasi
terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Moleong & Leky, 2011, hal. 157).

Secara garis besar yang patut saya perhatikan dalam menyusun penelitian saya ini adalah
melalui teknik pengumpulan data yang sesuai dengan yang saya perlukan teknik nya antara lain yaitu :

1. Observasi yaituSebuah observasi sengaja saya lakukan di pengadilan agama surabaya sebagai
sumber data yang akurat dan bisa dipertaruhkan kebenaran nya dengan melaksanakan survei
singkat ke lokasi YAYASAN SOSIAL SABILILLAH AN-NAHDLIYAH di Desa Gebang
Sidoarjo dari sini awal dari penelitian berbasis observasi bisa dimulai dengan melihat secara
langsung dan datang langsung setelah itu melakukan pengamatan mengenai point penting apa
saja yang sekira nya bisa dijadikan menjadi sumber data dalam penelitian saya ini.

2. Interview. Bagian yang terpenting dalam penelitian saya ini adalah dengan melakukan
interview kepada pihak yang bisa saya ambil informasi dan data mengenai penelitian saya ini
mengutip kepada salah satu ahli yang mengatakan bahwa wawancara mendalam merupakan
proses menggali informasi secara mendalam terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus
penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian dalam hal ini metode wawancara mendalam
yang dilakukan dengan adannya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya
berawal dari membaca dan memahami isi dari kalimat ahli mengenai pendekatan secara
interview saya yang utama berharap mendapatkan sumber data yang baik melalui interview
ini karena mau tidak mau pelengkap sebuah penelitian saya ini berada di dalam koridor
interview dengan melakukan sesi bertanya kepada nara sumber yang ahli dan ber kompeten di
bidang nya di Yayasan.

3. Dokumentasi. Dokumentasi sebagai acuan penting penelitian saya ini dengan mengambil
data-data dengan bentuk dokumen, buku, surat dokumentasi, dan sebagainya yang masih
berkaitan dengan dokumentasi dengan kata lain semisal data penting yang saya gunakan
otentik dan data yang keaslian sumber dokumen nya dapat di percaya dengan melalui
kejadian yang di catat disebuah dokumen maupun buku yang dikarang oleh ahli yang sesuai
di bidang yang saya jadikan bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Yayasan Sosial Sabilillah sebagai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Desa Gebang
Kecamatan Sidoarjo.

Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah, seperti namanya, didirikan dengan tujuan untuk
melakukan kegiatan sosial di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yayasan Sosial
tersebut memiliki fungsi penting sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan memberikan bantuan
kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun kegiatan-kegiatan
lain yang berguna bagi masyarakat.

Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah harus memperolen Akta Notaris yang sah sesuai
dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Yayasan. Akta Notaris tersebut
berisi tentang anggaran dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, susunan pengurus Yayasan, serta
bentuk organisasi Yayasan.

Setelah memperoleh Akta Notaris, selanjutnya Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah harus
mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM setempat melalui Badan Layanan Umum
(BLU) yang disebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundangan-Undangan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperoleh status hukum yang berlaku
secara resmi, sehingga Yayasan dapat bertindak secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yayasan ini didirikan secara legal dan sesuai dengan hukum, dengan bantuan dari Notaris
Saiful Munir, SH, yang mengeluarkan akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Semua proses
pendirian yayasan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara (Dulyakin, 2023).

Pada tahun 2012, Yayasan ini memperoleh lzin Gubernur Jawa Timur dengan nomor
P2T/118/07.04/02/\V/2013, yang menegaskan keberadaan dan kegiatan Yayasan sebagai Lembaga
Sosial yang sah. Selain itu, Yayasan juga memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-6865, AH.01.04 Tahun 2012, yang
memberikan pengesahan secara Nasional atas status Yayasan dan aktivitasnya.
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Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani upaya pencegahan perceraian.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan
kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Biasanya, yayasan didirikan oleh individu atau
kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan kegiatan sosial dan pendidikan.
Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Salah satu yayasan yang beroperasi di Sidoarjo adalah Yayasan Sosial Sabillilah An-
Nahdliyah. Yayasan ini didirikan secara legal dan sesuai dengan hukum dengan bantuan dari Notaris
Saiful Munir, SH, yang mengeluarkan akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Dalam proses
pendirian yayasan ini, semua aturan yang ditetapkan oleh negara dipindahkan dan ditaati dengan
sungguh-sungguh.

Pada tahun 2012, Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah berhasil memperoleh Izin
Gubernur Jawa Timur dengan nomor P2T/118/07.04/02/\//2013. Izin tersebut secara resmi mengakui
keberadaan dan kegiatan yayasan sebagai lembaga sosial yang sah. Selain itu, yayasan ini juga
memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan nomor AHU-6865, AH.01.04 Tahun 2012. Surat Keputusan tersebut memberikan pengesahan
nasional terhadap status yayasan dan aktivitas yang dilakukan oleh yayasan, dan pada tahun 2015
Yayasan telah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kebetulan
ketua yayasan dan ketua LK3 yaitu Abah yakin selaku pemilik yayasan. Beralamat di desa Gebang
kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo jl lingkar timur

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam naungan Dinas Sosial Propinsi Nomor :
460/1146/110.009/STPU/OS/2007 ; P2T/118/07,04/02/\V//2013

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Yayasan Sosial Sabilillah dapat
membantu permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Yayasan tersebut seperti konsultasi
pendidikan, konsultasi permasalahan ekonomi, dan permasalahan dalam keluarga.

1. Kegiatan LK3 dengan Yayasan yaitu mensosialisasikan LK3 ke donatur-donatur dan
masyarakat sekitar Kabuaten Sidoarjo khususnya desa Gebang maupaun ibu-ibu PKK agar
mengetahui adanya LK3 di Yayasan itu dengan demikian secara tidak langsung masyarakat
sekitar dapat berkonsultasi seputar permasalahan keluarga secara gratis.

2. Per tiga bulan sekali menyediakan Tenaga ahli LK3 untuk masyarakat seutar permasalahan

keluarga, dengan jadwal :

Senin dan selasa yaitu berkegatan dengan tenaga ahli pendidikan dan agama.

Rabu dan kamis yaitu berkegiatan dengan tenaga ahli hukum dan psikolog

c. Jum’at dan sabtu yaitu berkegiatan dengan tenaga ahli medis/dokter dan orang polres
(Sidoarjo) yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA)

oo

SIMPULAN

1. Yayasan Sosial Sabilillah yang bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
menangani kasus tentang permasalah ekonomi dan pendidikan sangat jarang ada yang
berkonsultasi tentang perceraian itu pun 8 tahun yang lalu dan kebanyakan yang berkonsultasi ke
yayasan adalah yaitu permasalahan nikah sirih di Sidoarjo. Namun, dalam proses pelaksanaan
konsultasi tersebut yayasan belum bisa menangani secara langsung dan dari yayasan tersebut di
arahkan lagi ke KUA (kantor urusan agama) terdekat sebab SK dari pemerintah 8 tahun yang lalu
belum juga di beritahukan kepada yayasan sehingga yayasan tidak bisa bergerak terlalu mendalam
saat ada yang berkonsultasi.

2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berkegiatan dengan Tenaga ahli dilakukan 3
bulan sekali dalam 1 tahun, mulai hari senin dan selasa dengan tenaga ahli pendidikam dan tenaga
ahli agama, rabu dan kamis dengan tenaga ahli hukum dan tenaga ahli psikologi, jum’at dan sabtu
dengan tenaga ahli dokter dan polres yaitu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

SARAN

1. Untuk mengatasi kendala yang terkait dengan pencegahan perceraian, yayasan perlu melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait, disamping dengan LK3 juga dengan Dinas Sosial untuk
memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan.
Yayasan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti bimbingan dan pembinaan dari
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Dinas Sosial, guna memperbaiki proses mediasi untuk pencegahan perceraian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. LK3 kedepannya agar memperkuat kerja sama dengan lembaga lain di bidangnya, agar tercipta
penanganan secara optimal.

3. Kiranya perlu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk melakukan hiring
dengan anggota Dewan dan/atau menghadap Bapak Bupati guna mendapatkan support dana yang
selama ini dirasa kurang untuk mengcover semua kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh
LK3.
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